Menimbang

Mengingat

a.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 8 TAHUN 2011
TENTANG
KERJASAMA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUNINGAN,

bahwa dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan
Daerah tidak dapat dihindari adanya kegiatan pembangunan yang
harus ditempuh dengan cara Kerjasama, baik dengan Daerah lain
maupun dengan Pihak Ketiga,

bahwa agar Kerjasama Daerah tersebut terselenggara secara tertib,
terarah, berdayaguna, dan berhasilguna diperlukan pengaturan tentang
Kerjasama Daerabh;

bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, perlu untuk
menjamin kepastian hukum pengaturan Kerjasama Daerah ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita
Negara Tahun 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Monopoli Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3848);

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3882);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian
Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012);

Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);



6. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3348);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4090);

10.Peraturan  Pemerintah  Nomor 39 Tahun 2001 tentang
Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4095);

11.Peraturan Pemerintah  Nomor 52 Tahun 2001 tentang
Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4016);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan
Penyelenggaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4142);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4761);

16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang
Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah,;

17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata
Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama antar Daerah;

18.Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008
Nomor 68 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70);



Menetapkan

19.Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor
72 , Tambahan Lembaran Daerah Nomor 74);

20.Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2010 tentang
Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun
2010 Nomor 117 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 29);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
dan
BUPATI KUNINGAN

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN DAERAH TENTANG KERJASAMA DAERAH.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.

Daerah adalah Kabupaten Kuningan.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan.
3.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah

Bupati adalah Bupati Kuningan.

DPRD Kabupaten Kuningan.

Pemerintah Pusat adalah selanjutnya disebut Pemerintah, adalah
perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden
beserta pembantu-pembantunya.

Koperasi adalah badan usaha  yang beranggotakan orang
atau badan hukum yang berlandaskan pada asas kekeluargaan dan
demokrasi ekonomi.

. Yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan

bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, didirikan dengan
memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam Undang-
Undang.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah badan usaha yang didirikan
oleh pemerintah daerah yang modalnya sebagian besar / seluruhnya
adalah Milik Pemerintah Daerah.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang sebagian
atau seluruh kepemilikannya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia.

10.Badan Usaha Swasta Nasional adalah badan usaha yang diberikan

wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan ekonomi di luar perusahaan
negara.



11.Badan lain di dalam negeri adalah pemerintah daerah lain, badan swasta
nasional, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi serta lembaga
penelitian dan lainnya yang berbadan hukum.

12.Badan lain di luar negeri adalah pemerintah asing, badan, lembaga
swadaya masyarakat, perguruan tinggi serta lembaga penelitian dan
lainnya yang berbadan menurut hukum asal.

13.Kerjasama Daerah adalah suatu kesepakatan tertulis yang dibuat oleh
pemerintah Daerah untuk melakukan kerjasama dengan badan lain di
dalam Negeri dan / atau badan asing di Luar Negeri mengenai bidang
Pemerintahan tertentu yang pelaksanaannya dijamin oleh hukum,
mengikat para pihak dan menimbulkan akibat hukum.

14.Pernyataan Kehendak atau Letter of Intent (LOI) adalah dokumen awal
untuk melakukan Kerjasama Daerah.

15.Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) adalah
dokumen yang telah ditandatangani bersama oleh para pihak untuk
melaksanakan kerjasama sebagai tindak lanjut pernyataan kehendak.

16.Perjanjian Kerjasama adalah perikatan hukum yang dibuat dan ditanda
tangani oleh para pihak yang berkepentingan untuk menindaklanjuti Nota
kesepahaman (MoU).

17.Keputusan Bersama adalah pokok perjanjian kerjasama yang berisi
kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh para pihak yang melakukan
kerjasama.

18.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan yang mempunyai
tugas pokok dan fungsi dalam bidang penanganan Kerjasama Daerah;

19.Pihak Ketiga adalah Instansi/Lembaga atau Badan usaha yang berada
diluar Pemerintah Daerah yang bersangkutan yaitu BUMN, BUMD,
Koperasi, Perusahaan swasta nasional, perusahaan swasta asing,
lembaga swadaya masyarakat dan yayasan yang tunduk pada hukum
Indonesia.

20.Asset adalah kekayaan daerah berwujud barang yang dapat dinilai dengan
uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat
berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya serta Sumber Daya Manusia
(SDM).

21.Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) baik
berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang.

22.Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal
daerah pada suatu usaha bersama antar daerah dan/atau dengan badan
usaha swasta/badan lain dan/atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak
ketiga berdasarkan Perjanjian Kerjasama dengan suatu maksud, tujuan
dan imbalan tertentu.

23.Fasilitas Daerah adalah hak-hak dan kewenangan yang melekat pada
pemerintahan daerah yang digunakan dan/atau diberikan pada pihak
ketiga untuk kepentingan bersama dalam suatu usaha kerjasama.

24.Asset/Modal Pihak Ketiga adalah kekayaan milik pihak ketiga yang
diserahkan sebagai modal dalam usaha bersama dengan Pemerintah
Daerah baik berwujud uang ataupun barang bergerak atau tidak bergerak,
surat-surat berharga, fasilitas, keahlian, kekayaan intelektual dan lain-lain
yang dapat dinilai dengan uang.



25.Penyertaan Modal Pihak Ketiga adalah setiap usaha dalam menyertakan
modal pihak ketiga pada suatu usaha bersama dengan Pemerintah Daerah
dan/atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga berdasarkan
Perjanjian Kerjasama.

26.Kewenangan Daerah adalah Kewenangan Daerah Kabupaten Kuningan.

27.Force Majeure adalah keadaan yang disebabkan oleh suatu peristiwa
diluar kekuasaan kedua belah pihak meskipun telah diupayakan maksimal
yang karenanya perjanjian harus berakhir.

BAB I
BENTUK DAN ARAH KEBIJAKAN UMUM
KERJASAMA DAERAH

Bagian Pertama
Kerjasama Daerah Dalam Negeri

Pasal 2

Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah lain di dalam Negeri dan atau Badan lain di dalam negeri
sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 3

(1) Kerjasama dengan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 meliputi :
a. departemen teknis;
b. badan / lembaga tingkat pusat.

(2) Kerjasama dengan Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 meliputi :
a. kerjasama dengan Kabupaten dan atau Kota dalam satu provinsi;
b. kerjasama dengan Kabupaten dan atau Kota pada provinsi yang
berbeda.

(3) Kerjasama dengan badan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
meliputi :
a. swasta nasional; (badan usaha swasta nasional, koperasi, yayasan);
b. organisasi kemasyarakatan; (professional, asosiasi, LSM);
C. perguruan tinggi dan lembaga penelitian;
d. BUMN dan BUMD.

Pasal 4
Keputusan Bersama dengan nama dan bentuk tertentu yang dibuat

Pemerintah Daerah mengenai kerjasama dilakukan melalui tahap penjajakan,
perundingan, perumusan naskah, kesepahaman dan penandatanganan.



